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TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab

ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa

Indonesia.
Konsonan
( Tidak dilambangkan o dl
B I th
< i dh
& Ts ¢ ¢ (koma menghadap ke atas)
z . ¢ gh
- H o F
s D | K
3 Dz J L
[ R o M
5 o iy
18,4 2 W
J" Sy 2 H

B. Vokal, pandang dan Diftong
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal fathah ditulis dengan
“a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-

masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = & misalnya Jé  menjadi gala

xii



Vokal (i) panjang= 1 misalnya 8 menjadi gila

Vokal (u) panjang= misalnya 093 menjadi dina

e
1

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “1”, melainkan

tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu
juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw”dan “ay”

seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = 9 misalnya J$#  menjadi gawlun
Diftong (ay) = & misalnya e menjadi khayrun
C. Ta’ marb(thah (3)

Ta’ marbUthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah

kalimat, tetapi apabila Ta’ marblthah  tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: 4wyleld Lol menjadi al-

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan

t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya 4 i < menjadi fi

rahmatillah.
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ABSTRAK

Balya Sibromullisi, Mochamad. 2013. Kebijakan Hakim Pengadilan Agama
Probolinggo Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah
Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. Nur Yasin. M.Ag.

Kata Kunci: Kebijakan, Nafkah lddah dan Mut’ah, Ikrar Talak

Suami istri yang telah melakukan perceraian mempunyai hak dan kewajiban
satu sama lain. Apabila suami melalaikan tanggung jawab atau kewajibannya, maka
bisa timbul beberapa permasalahan. Diantaranya, seorang istri mencari nafkah pada
saat masa tunggu (masa iddah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena
yang sering timbul di masyarakat setelah perceraian, seorang suami tidak
memberikan hak dan kewajiban kepada istrinya yang baru diceraikan. Terkait dengan
hal yang demikian, hakim Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kebijakan
tersendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang kebijakan hakim
Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan
mut’ah yang dilakukan sebelum ikrar talak, pendapat dari hakim Pengadilan Agama
Probolinggo terhadap penetapan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang
dilakukan sebelum ikrar talak. Informan dalam penelitian ini adalah Hakim
Pengadilan Agama Probolinggo. Metode Penelitian termasuk dalam Jenis Penelitian
lapangan, melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dengan
wawancara dan dokumentasi, metode analisis data, deskriptif kualitatif, sedangkan
uji keabsahan datanya, triangulasi.

Berdasarkan metode penelitian di atas, ditemukan hasil penelitian bahwa latar
belakang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang dilakukan sebelum ikrar talak ada tiga
faktor. Pertama, faktor filosofis. hakim dalam memutuskan perkara selalu
mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan. Upaya yang dilakukan
hakim untuk memperjuangkan nafkah istri dengan menetapkan pembayaran nafkah
sebelum ikrar talak merupakan ijtihad hakim secara kolektif. Kedua, faktor yuridis.
Langkah hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak tidak
menyalahi peraturan perundang-undangan, tugas hakim tidak hanya mengadili
berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum
berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, prosedur
yang ada tentang eksekusi untuk memperjuangkan nafkah terlalu memberatkan istri.
Ketiga, faktor sosiologis. Langkah hakim dalam mengingatkan suami dengan
membuat surat pernyataan merupakan upaya hakim dalam memperjuangkan nafkah
istri, langkah tersebut perlu dilestarikan karena dari para pihak tidak dirugikan dan
istri mendapatkan keuntungan dengan terbayarkannya nafkah yang menjadi haknya.
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ABSTRACT

Balya Sibromullisi, Mochamad. 2013. The Judge’s Policy of Religious Court in
Probolinggo In Establishing Payment Basic Necessities of Life or Nafkah
Iddah And Mut’ah to the Wife Before Pledge of Divorce. Thesis. Al-
Ahwal Al-Syakhshiyyah Department, Syariah Faculty, the State Islamic
University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. M. Nur
Yasin. M.Ag.

Keywords: Policy, Basic Necessities of Life Iddah And Mut’ah, Pledge of
Divorce

Husband and wife who have been doing divorce have rights and
obligations to each other. When the husband shirks his responsibility or
obligation, it could be some problems. Such as, a wife looks for basic necessities
of life while during her waiting period (prescribed period) to fulfill their daily
needs. Phenomenon that often arises in the society after divorce, a husband does
not give the rights and obligations to their wife that was just being divorced.
Related with this problem, Judge's of Religious Court Probolinggo have their own
to policies.

The purpose of this research is to describe the background of The Judge’s
wisdom of Religious Court Probolinggo In Establishing payment basic necessities
of life or nafkah iddah and mut’ah to the Wife before pledge of divorce, the
opinion of The Judge’s of Religious Court Probolinggo In Establishing payment
basic necessities of life or nafkah iddah and mut’ah to the Wife before pledge of
divorce. Informant in this research is The Judge’s wisdom of Religious Court
Probolinggo. Research methods of this is field research, by a qualitative approach,
data collection methods, with interviews and documentation, methods of data
analysis, qualitative description, while the validity of the test data, triangulation.

Based on the research method above, the result of this research reveals that
the background Of wisdom Religious Court Probolinggo In Establishing payment
basic necessities of life or nafkah iddah and mut’ah to the Wife before pledge of
divorce to three factors. First, philosophical factors. Judge in deciding cases
always prioritize the justice, prosperity and welfare. The efforts that is done by the
judge to fight basic necessities of life for a wife In Establishing payment basic
necessities of life or nafkah before pledge of divorce is similar to ijtihad of judge
collectively. Second, judicial factor. Step of judge to establish the payment of
basic necessities of life or nafkah before pledge of divorce does not mean not to
obey the rules, Duties of judge is not only the task of prosecuting the existing law,
but have to create and to find the law based on the views and values of law in
society, the existing procedure of execution to fight for a living too burdensome
wife. Third, sociological factors. Step of judge to remind a husband to establish
their wife by making a declaration letter. those steps needed to be preserved
because of the parties are not harmed and wife will get the right.

XV



waldicad)

Axiall 5 Banll i) a8s L) 3 gaid gag  AaSae oamald Agnal) Aulpd) Y )Y dama ¢ uide ya Ll
dads A pdll K Gpaddll Ja¥) ad | aals Sy (GOl )E J8 AN )
0k asal yal el LY e daSall dpadlY)
sl ¢ a5 23 1)
OB )8 cdaial] g banll 4Gl daulacddt ) gind)
Oea) sl Ladie (il Lpuany i ilaal sl 5 (3 sl 8 (Sl (¢ ga sy ) A5 305 2 530
& ) Al sl s g o (JSUa) Gany 0S5 O S el ecilal 1 T Al g gl o il
el L e )08 ) 5 el G sl culalgia¥) dlil (@3l aay of) U 5 58 (DA
csLd¥) oda Jiay ddaijall cildllaall sanall a0 cilial sl 5 558l clibany ¥z 5 5 (GOl 2ay
Al Leiulis Ll (Probolinggo) 4wl dasadl) sLad
L) 8 i gg o8 Al Aiall AeSal) sl Aalall e iU ) A jall oda Chags
Ge sailsg n Al ASadl oaldll (gl (DUl )8 J8 a3l ) dadall y saell A6 ads
Blad an Al all o3 (pe (el Lals (33Ul )81 08 s g3l ) Aaiall g Baad Adadl) ady )
(field Slaall Eadll e g sill 3ok dulall w38 cladiy (Probolinggo)isiall AcSall
Jilad e gl (G55 OUEe e ULl pen (ka5 ¢ 51 meie DA i creseach)
(Sl 5 ¢ QLEAY) by Aadba o s (B o heay Lo sl calill) e
deSas (ol pall Al 4alad)l o ) Caag @dlel candl g5k e ol
(ol se 4300 clln Gl ) ) i da g ) ) dadall g saell d3iil) a8 L3 4 (Probolinggo)
e Ny delaa¥) Ale il cllaall ey o of Ladls Lloadll Jacll 8 sLoaill Landdl] Lol gall ¢ J5Y)
Ul U8 agad Jaall de sane ady ae Adgmall A5y il 4 jladd dgeal) e JA5 5 Aaliadll
Y adall Jd Gial) Al el 8 bl il a3 glal) Jol gall (LilE Leles dlgiaVl sliadll s
OsSam Sy ¢ ) (i) el e ald (5 s ual 8Ll (i cagad 3l lay ) gt
] AlEl) el jal s caainall (8 O slEl all g o) V) o i) @lllay o sall slag) s 3lal el
OSX (8 ghadll ol A b s guad) Jal sall (U5 AAT A je A5y Cnll el Jal (g Juill
OV L3O ey i gladl) el seidimal) A 5 ) oucalal) AadlSal A glae 8 Gl VoY) ) Leas e

L siaton Al Alieall 5238 @b dlia g5 3 ) um pay ¥ il B Y (s

XV



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu di
jaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Di dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 disebutkan, “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa®”, dan juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2
bahwa, “pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsagan

ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.?

Z Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
* Kompilasi Hukum Islam

1



Pernikahan menyatukan dua kepribadian, sikap dan pemikiran. Oleh karena
itu, apabila seseorang akan menikah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh
keduanya (calon suami dan calon istri) adalah kematangan fisik dan mental, agar
tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, sehingga akan menimbulkan
perceraian. Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah
SWT, sebagaimana hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

e gk G 3 s G Oyl B els o ek 1 B ) Jasd We i 3 1S 0
Saggl o) ol 550k S Jy SO it 06 Gl e Lo 0

Artinya: Diceritakan oleh Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin
Khalid dari Mu’arraf bin Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu

Umar dari Nabi SAW yang bersabda:’Perkara halal yang paling
dibenci Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Daud)

Rasullullah SAW melarang keras terjadinya perceraian karena dalam
perceraian bukan hanya suami istri yang dirugikan. Tetapi, apabila dari keduanya
mempunyai seorang anak, maka anak tersebut dirugikan karena tidak adanya
kasih sayang dari salah satu orang tuanya. Apabila seorang suami dan istri telah
bercerai secara yuridis di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap
istrinya. Pada saat perceraian di Pengadilan Agama, seorang suami dituntut oleh
istrinya untuk membayar beberapa nafkah, baik iddah maupun mut ah.

Nafkah mut’ah merupakan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada
istrinya sebagai imbalan atau hadiah untuk kesenangan, agar istri tersebut tidak
ingat lagi bahwa dia baru bercerai dengan suaminya. Sedangkan nafkah iddah

adalah nafkah yang harus dibayar oleh suami kepada istrinya selama istri tersebut

* Sulaiman bin Al-Asy’ats Abu Daud Assijistaniy Al-Azdiy, Sunan Abu Daud, Juz 2 (Bairut: Al-
Maktabah Al-Ashriyyah, t.th), 254.



menjalankan masa tunggu atau masa iddah dan selama masa tunggu tersebut dia
tidak boleh menerima pinangan atau melangsungkan pernikahan dengan laki-laki
lain.

Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut telah disebutkan di dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi ‘“suami wajib
menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istri yang
masih dalam masa iddah”.> Hal ini menunjukkan bahwa seorang suami masih
mempunyai kewajiban atas istri yang telah diceraikan sebelum masa iddahnya
habis.

Pada saat ini kedua belah pihak yang telah melakukan perceraian
mempunyai hak dan kewajiban. Apabila suami melalaikan tanggung jawab atau
kewajibannya, maka bisa timbul beberapa permasalahan. Diantaranya, seorang
istri mencari nafkah pada saat masa tunggu tersebut untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Fenomena yang sering timbul di masyarakat setelah perceraian,
seorang suami tidak memberikan hak dan kewajiban kepada istrinya yang baru
diceraikan. Terkait dengan hal yang demikian, hakim Pengadilan Agama
Probolinggo memiliki kebijakan tersendiri.

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2011
dalam pengajuan cerai talak ada 174 kasus, sedangkan yang telah diputus oleh
Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak sebanyak 146 kasus.®

Hakim Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai kebijakan tersendiri

dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah, seorang suami bisa

> Kompilasi Hukum Islam
® «Statistik™, http://pa-probolinggo.go.id/id/perkara/statistik/, diakses tanggal 19 November 2012.
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mengucapkan ikrar talak apabila sudah memberikan sejumlah uang yang menjadi
tuntutan istri yang tertuang dalam putusan pengadilan. Uang hasil tuntutan istri
tersebut harus dibayarkan kepada bagian administrasi sebelum masuk ke dalam
majelis persidangan. Apabila telah selesai dibayarkan, maka suami bisa langsung
membacakan ikrar talak di depan majelis hakim dan disaksikan oleh mantan
istrinya.’

Berawal dari permasalahan di atas penulis berkeinginan untuk meneliti lebih
jauh terhadap kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam
menetapkan pembayaran nafkah-nafkah akibat perceraian dengan judul
“Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Menetapkan
Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar
Talak”.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas dapat
dirumuskan permasalahan, bagaimana latar belakang kebijakan hakim Pengadilan
Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah
yang dilakukan sebelum ikrar talak?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan tahap yang sangat menentukan dalam
penelitian ini, dengan adanya batasan masalah sangat membantu dalam
mempermudah penelitian karena peneliti tetap fokus pada masalah yang diteliti.

Penulis membatasi pada kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam

" Rubangi (Hakim Pengadilan Agama Probolinggo), wawancara (Probolinggo, 03 Agustus 2011)



menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar
talak dalam perkara cerai talak pada tahun 2011.
D. Definisi Operasional
1. Kebijakan
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “kebijakan” merupakan kata
benda yang mempunyai arti kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan.
Selain itu juga mempunyai arti rangkaian konsep dan asas yang menjadi
garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi), pernyataan
cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk
memanajemen dalam usaha untuk mencapai sasaran.® Dalam penelitian ini
yang dimaksud adalah kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo.
2. Nafkah Iddah
Dalam kitab Tuhfatut Tullab karya Syeikh Zakariya Al-Anshori
menjelaskan bahwa “nafkah iddah” merupakan masa tunggu yang harus di
lalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya agar dapat
menikah lagi dan untuk mengetahui bersihnnya rahim atau untuk
melaksanakan perintah Allah SWT.® Dalam penelitian ini yang dimaksud
adalah kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan

pembayaran nafkah iddah dan mut’ah.

8 “Definisi Kebijakan — Kamus Bahasa Indonesia”, http://kamusbahasaindonesia.org/kebijakan,
diakses tanggal 04 Desember 2012
% Syeikh Zakariya Al-Anshori, Tuhfatut Thullab (Indonesia: Al-Haromain, 1977), 109.


http://kamusbahasaindonesia.org/kebijakan

3. lkrar
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “ikrar” diartikan sebagai kata
benda yang mempunyai arti janji yang sungguh-sungguh, juga terdapat arti
lain yaitu sebagai janji (dengan sumpah) yang berupa pengakuan.®
E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka
penelitian ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang kebijakan hakim
Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan
mut’ah yang dilakukan sebelum ikrar talak.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai sumbangsih keilmuan dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.
b. Sebagai landasan penelitian serta wawasan keimuan bagi peneliti yang
akan datang dalam tema yang berdekatan.
2. Manfaat Praktis
a. Sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum yang sedang meneliti
kebijakan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan

mut’ah terhadap istri sebelum ikrar talak.

19 “Definisi Ikrar — Kamus Bahasa Indonesia”, http://kamusbahasaindonesia.org/ikrar, diakses
tanggal 04 Desember 2012
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b. Sebagai bahan pertimbangan bagi suami yang ingin menceraikan

istrinya tentang nafkah yang harus ditanggungnya setelah perceraian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian

sistem pembahasan dalam skripsi ini.

Bab | :

Bab Il :

Bab 111 :

Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang masalah, pokok-pokok permasalahan
dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan yang tercover dalam
rumusan masalah. Selanjutnya berisi tujuan penelitian untuk
menjawab permasalahan yang ada. Manfaat penelitian terkait dengan
yang dicapai peneliti setelah penelitian ini selesai. Sistematika
pembahasan menjadi dasar dari penulisan skripsi dalam bentuk bab
dan sub bab yang saling berhubungan.

Kajian Teori

Pada bab ini membahas penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan
dalam kajian dan substansinya. Kemudian mendiskripsikan
pembahasan secara teoritik yang terdiri atas pengertian nafkah, dasar
hukum nafkah, syarat-syarat istri berhak menerima nafkah, macam-
macam nafkah setelah perceraian, nafkah dalam perundang-undangan
di Indonesia, pengertian eksekusi, macam-macam pelaksanaan
eksekusi, putusan yang dapat dieksekusi dan prosedur eksekusi.
Metode Penelitian

Dalam bab ini dibahas metode penelitian. Hal-hal yang dibahas dalam

bab ini tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi



Bab IV :

Bab V :

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode
pengolahan data, metode analisis data dan uji keabsahan data.
Paparan dan Analisis Data

Paparan data menyajikan objek penelitian serta deskripsi tentang
kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar
talak, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang telah
diperoleh.

Penutup

Berisi kesimpulan tentang uraian dan jawaban secara singkat terhadap
pokok-pokok masalah dalam pembahasan ini dan diakhiri dengan

saran.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh peneliti
lain. Oleh karena itu, sangat penting dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk
dikaji dan ditelaah secara seksama.

1. Penelitian Lilik Malikhah dengan judul “Upaya Pengadilan Agama Dalam
Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah lIddah Istri Pada Cerai Talak
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)”." Dalam Penelitian ini
difokuskan pada upaya Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin

eksekusi permohonan nafkah iddah istri dalam perkara cerai talak, agar

" Lilik Malikhah, “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah
Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang )”, Skripsi, (Malang:
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), abstrak.
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diketahui dasar hukum dan langkah-langkah Pengadilan Agama Kota
Malang dalam menangani masalah tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan
rinci kegiatan yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan Pengadilan
Agama Malang. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif analisis. Selanjutnya data yang diperoleh dalam
penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif
kualitatif yaitu digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data
kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sebagai hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Langkah-
langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang dengan
mengadakan pendekatan persuasif akibat belum dipenuhinya kewajiban
nafkah istri, tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan apapun.
Semata-mata hasil ijtihad hakim dalam upaya menegakkan hukum dan
menjamin pelaksanaan peradilan yang seadil-adilnya.

2. Penelitian Zailani dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menunda
Sidang Ikrar Talak Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2008/PA.Mlg (Studi Di
Pengadilan Agama Malang)”.*? Dalam Penelitian ini difokuskan kepada
dasar hakim dalam menetapkan penundaan sidang ikrar talak karena suami
belum membayar nafkah di depan persidangan. Dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, penelitian ini lebih banyak menggunakan data

12 Zailani, “Pertimbangan Hakim Dalam Menunda Sidang ITkrar Talak Perkara Nomor
:53/Pdt.G/2008/PA.Mlg (Studi Di Pengadilan Agama Malang)”, Skripsi, (Malang: Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005), abstrak.
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wawancara sebagai data primer dan dokumen-dokumen sebagai data
sekunder, meskipun tidak menutup kemungkinan dokumen menjadi data
primer seperti salinan putusan perkara.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) Memberikan
perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung

jawab, 2) Menghindari eksekusi nafkah di belakang hari ketika nafkah tidak

diberikan di depan persidangan sebelum ikrar talak, 3) Js pids dulioll ads

el > Artinya: “menolak segala bentuk kemafsadatan lebih

didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”, 4) Kepastian hukum itu
tetap diperlukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan moral, rasa
keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.

3. Lia Rahma dengan judul “Taksasi Hadhanah Akibat Menurunnya Nilai
Rupiah (Studi Perkara No.1245/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”.** Dalam penelitian
ini difokuskan pada permasalahan yang terjadi jika nilai rupiah turun yaitu
berupa pertimbangan hakim dalam memutus perkara taksasi hadhanah
akibat turunnya nilai rupiah serta bagaimana taksasi hadhanah akibat
turunnya nilai rupiah.

Pendekatan Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan
menggunakan metode analisis deskriptif. Data-data nya terdiri dari data
primer yaitu dokumen-dokumen, surat putusan hakim No. 1245/ Pdt. G/

2008/ PA. Mlg), dan juga dilakukan wawancara kepada salah satu majelis

13 |ia Rahma, “Taksasi Hadhanah Akibat Menurunnya Nilai Rupiah (Studi Perkara
No0.1245/Pdt.G/2008/PA.MIg) , Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2008), abstrak.
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hakim yang memutus perkara tersebut. Data sekundernya berasal dari
literatur-literatur lain, lalu dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang
jelas terhadap permasalahan yang ada. Kesimpulannya, bahwa hakim
menaikkan taksasi hadhanah 10% tiap tahun untuk mengantisipasi
menurunnya nilai rupiah, secara eksplisit memang tidak ada aturan yang
mengatur. Namun hakim melakukan kebijaksanaan untuk kemaslahatan
anak tersebut serta yang memutus perkara taksasi hadhanah akibat
menurunnya nilai rupiah yang pertama adalah kemampuan ayah dalam hal
ini disesuaikan dengan gaji ayah tiap bulannya. Faktor lain yang dijadikan
pertimbangan hakim adalah kebutuhan anak atau usia anak dan
menurunnya nilai rupiah.

Ketiga penelitian diatas secara global membahas tentang pemberian nafkah
kepada seorang istri setelah perceraian dan taksasi hadhanah akibat menurunnya
nilai rupiah, bahasannya seputar bagaimana nafkah istri tersebut dipenuhi oleh
suami setelah perceraian dan nominal nafkah hadhanah yang diberikan oleh
suami. Lain halnya dengan yang penulis teliti, penulis meneliti bagaimana
kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran
nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar talak dan apa dasar

hukumnya.



Tabel 1

Tabulasi Penelitian Terdahulu
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Sebelum Ikrar
Talak

Nama/ Tahun/ Objek
No. Perguruan Judul Objek Formal i
S Material
Tinggi

1. Lilik Malikhah / | Upaya Pengadilan | Eksekusi Cerai Talak
2008 / Agama dalam Permohonan
Universitas Menjamin Nafkah Iddah
Islam Negeri Eksekusi Istri Pada Cerai
Maulana Malik | Permohonan Talak
Ibrahim Malang | Nafkah Iddah Istri

Pada Cerai Talak
(Studi Kasus
Pengadilan
Agama Kota
Malang)

2. Zailani / 2005/ | Pertimbangan Pertimbangan Ikrar Talak
Universitas Hakim Dalam Hakim Dalam
Islam Negeri Menunda Sidang | Menunda
Maulana Malik | Ikrar Talak Sidang lkrar
Ibrahim Malang | Perkara Nomor: Talak

53/Pdt.G/2008/P
A.Mlg (Studi Di
Pengadilan

Agama Malang)

3. Lia Rahma / Taksasi Hadhanah | Taksasi Taksasi
2008 / Akibat Hadhanah Hadhanah
Universitas Menurunnya Nilai | Akibat
Islam Negeri Rupiah (Studi Menurunnya
Maulana Malik | Perkara Nilai Rupiah
Ibrahim Malang | No.1245/Pdt.G/20

08/PA.Mlg)

4. Muhammad Kebijakan Hakim | Kebijakan Kebijakan
Balya Pengadilan Hakim Hakim Dalam
Syibromullisi/ | Agama Pengadilan Menetapkan
2013/ Probolinggo Agama Pembayaran
Universitas Dalam Probolinggo Nafkah Iddah
Islam Negeri Menetapkan Dalam Dan Mut’ah
Maulana Malik | Pembayaran Menetapkan
Ibrahim Malang | Nafkah lddah Pembayaran

Dan Mut’ah Nafkah Iddah
Terhadap Istri Dan Mut’ah
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B. Nafkah Istri
1. Pengertian Nafkah
Secara etimologi, asal kata nafagah berasal dari bahasa arab yaitu
(anfaga — yunfiqu — infagan)** yang memiliki arti pengeluaran atau
pembelanjaan harta.”> Asal kata tersebut masih sangat umum sehingga
cakupannya luas dan mempunyai arti lain seperti membelanjakan harta,
memberi nafkah serta mengeluarkan zakat. Sedangkan di dalam kamus besar
Bahasa Indonesia, nafkah merupakan belanja untuk hidup; (uang) pendapatan
dan bekal hidup sehari-hari; rezeki.** Di dalam ensiklopedi hukum Islam
nafkah adalah pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk sesuatu
yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.*’
Secara terminologi, para ahli figh berbeda pendapat tentang definisi
nafagah:

a. Menurut Madzhab Hanafi, nafkah ialah melimpahkan kepada sesuatu
dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya. Maksudnya
membelanjakan sesuatu yang harus dipenuhi baik berupa makanan,
pakaian, tempat tinggal atau yang bersifat urgent sehingga tidak
mengabaikannya demi kesinambungan hidup dan pertumbuhannya.

b. Menurut Madzhab Maliki, nafkah ialah sesuatu yang menjadi penopang

standar untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan.

¥ Al-Maktabah Al-Syarkiyyah, Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-I"lam (Bairut: Dar al-Masyrig,
1986 ), 828.

15 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta:
Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1999), 1934.

16 “Definisi Nafkah — Kamus Bahasa Indonesia”, http://kamusbahasaindonesia.org/nafkah, diakses
tanggal 20 November 2012.

" M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Siraja Prenada Media
Group, 2006), 213.
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Maksudnya semua kebutuhan untuk keberlangsungan hidup manusia
serta mengecualikan nafkah yang mengandung unsur berlebihan atau
melebihi kadar kebutuhan normal.

C. Menurut Madzhab Syafi’i, nafkah merupakan makanan yang sudah
ditentukan untuk seorang istri dan pembantunya yang menjadi
tanggungan suami serta garis nasab primer atau garis keturunan
sekunder seperti anak cucu, budak dan hewan peliharaan dengan kadar
yang memadai. Maksudnya pengertian tersebut hanya dikhususkan
kepada makanan saja, tidak mencakup terhadap lauk-pauk, pakaian dan
tempat tinggal.

d. Menurut Madzhab Hambali, nafkah ialah memberikan kecukupan
kepada orang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk, pakaian,
tempat tinggal dan yang lainnya. Maksudnya nafkah yang berkadar
cukup bagi orang yang ditanggung kehidupannya oleh seseorang baik
berupa roti, lauk, pakaian dan lainnya serta semua orang yang berhak
mendapatkan nafkah baik istri, saudara dekat atau budak."®
Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah

pengeluaran atau pembelanjaan seseorang terhadap orang lain yang menjadi
tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik primer

maupun sekunder.

'8 Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, “Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah”, diterjemahkan M.
Ashim, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam (Cet.lI; Jakarta: Darus
Sunnah Press, 2007), 26-30.
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2. Dasar Hukum Nafkah Istri

Hukum memberikan nafagah kepada istri adalah wajib, baik berupa
pakaian, makanan atau tempat tinggal, kewajiban tersebut karena adanya akad
nikah yang sah dan keberlangsungan bersenang-senang terhadap istrinya.
Meskipun istrinya kaya dan berpenghasilan tinggi, akan tetapi suami tetap
wajib membayar nafkah kepada istri, baik itu muslim atau non muslim.*°

Ada beberapa ayat dalam al-Qur’an, al-Hadits dan ijma’ ulama' yang
menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri. Di antaranya :
a. Kewajiban memberikan nafkah dalam al-Qur’an

1) Ath-Thalag: 6

N T T O S SR R
e L oL & O 2 Ef -7 /aégﬂ /C{,//

..... WM&W’JP‘WU#&“AJ}‘;UD U.K;.LC
Artinya:  “....Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)

itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka

nag;kahnya hingga mereka bersalin....” (QS. Ath-Thalaq:
6)

Menurut Ath-Thobari dalam tafsir Jami 'ul Bayan Fi Ta wilil Qur’an
mengungkapkan bahwa ayat diatas mewajibkan suami menyediakan
tempat tinggal untuk istri yang sudah di talak hingga sampai

berakhirnya masa iddah.?*

¥ Muhammad Ya’qub, “Ahkam An-Nafagah, 46 — 47.

20 Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 237.

21 Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thobari, Jami ul Bayan Fi Ta wilil Qur’an, Juz 23 (Bairut:
Muassasah Ar-Risalah, 2000) , 456.
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Terkait dengan menyediakan tempat tinggal bagi istri yang sudah di
talak terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama’, ada yang
mengatakan wajibnya menyediakan tempat tinggal dan nafagah bagi
istri yang sudah di talak dan ada keinginan untuk rujuk kembali,
menurut Imam Syafi’i menyediakan tempat tinggal bagi istri yang
sudah di talak hukumnya wajib tanpa memberikan nafaqgah,
sedangkan menurut Imam Malik bagi istri yang sudah di talak dalam

keadaan hamil wajib mendapatkan nafagah dan tempat tinggal.??

2) Ath-Thalag: 7

Ao
} = 242 -)

M‘;LAJM;M)) )Muﬁj wamjaw

\\\\\ W,:é:&s“um @\;uylwi\m@my

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan
Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan
sesudah kesempitan.” (OS. Ath-Thalag:7)>

Kitab tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa ayat tersebut
mengandung pengertian bagi suami yang mempunyai keluasan rezeki
hendaknya memberikan nafkah kepada anak dan isiri yang sudah
diceraikannya, namun apabila suami tersebut miskin maka berikanlah
nafkah dari sebagian hartanya tanpa ada paksaan terhadap dirinya

(suami).?*

22 Abul Mudhoffar As-Syam’ani, Tafsirul Qur’an, Juz 5 (Saudi: Darul Wathan, 1997), 464.
2% Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 237.
?* Nukhbah Asatidah At-Tafsir, Tafsir Al-Muyassar (Saudi: Majma’ Malik Fahd, 2009), 559.
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3) Al-Bagarah: 233

< > <. PR L ae e 5;/’ St - ﬂ,/’.a -
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Artinya:  “...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian
kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena

anaknya dan seorang ayah karena anaknya.....” (QS. Al-
Bagarah:233)®

b. Kewajiban memberikan nafkah dalam hadits
ale Bl 4255 Babe 4l Qo &l 8 de ) om (il Tyglad e
Yo a3l Coplah Yy L) COLER) 1Y) W&y Cuala 1) gaaldh 4 G

5 O QA 0dos & EESA
P(og91> s olgyy cunll Y] 2 Yy

Artinya:  Dari Mu’awiyah Al-Qusyairi ra. “aku bertanya, ‘Wahai
Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami?’. Beliau
bersabda, ‘engkau memberinya makan apa yang engkau
makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau
berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Janganlah
engkau menjelekkannya dan janganlah kamu
meninggalkannya melainkan masih dalam satu rumah’”.(HR.
Abu Daud)

. jma’ ulama’
Para ulama’ sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri-
istrinya jika suami tersebut sudah baligh, kecuali apabila istrinya berbuat
durhaka.?” Dengan merujuk kepada al-Qur’an, hadits dan ijma’ ulama’
maka sudah jelas bahwa hukum suami memberikan nafkah terhadap

istrinya adalah wajib.

% Departemen Agama Rl al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 89.

%6 Sulaiman bin Al-Asy’ats Abu Daud , Sunan Abu Daud, 254.

%7 Sayyid Sabiq, “Fighus Sunnah ”, diterjemahkan Nor Hasanuddin, Figih Sunnah (Cet.I; Jakarta:
Pena Pundi Aksara, 2006), 56.
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3. Syarat-syarat Istri Berhak Menerima Nafkah

Seorang istri harus memenuhi syarat agar berhak mendapatkan nafkah

dari suami, adapun syarat-syaratnya ialah:
a. Adanya ikatan perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah merupakan syarat pertama yang mewajibkan

suami memberikan nafkah untuk istrinya, hal ini disebabkan karena istri

tersebut sudah terikat dengan suaminya dan berhak untuk
menikmatinya secara terus-menerus. Apabila pernikahannya itu fasid
maka tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

b. Istri menyerahkan diri kepada suami dan memungkinkan jika diajak
bersenang-senang.

c. lstri patuh terhadap suaminya dalam konteks apabila suami tersebut
menginginkan pindah ketempat yang dikehendaki oleh suaminya.

d. Istrinya bisa diajak bersenang-senang atau keduanya saling dapat
menikmati.

Jika salah satu dari syarat diatas tidak terpenuhi, maka seorang istri
tidak wajib diberikan nafkah oleh suaminya. Apabila istrinya belum dewasa
(masih kecil) dan tidak pantas untuk diajak bersenang-senang, menurut ulama
Malikiyah dan Syafi’iyah tidak wajib diberikan nafkah oleh suaminya.28
Karena dalam hal ini suami tidak bisa menikmati secara penuh terhadap
istrinya, sehingga tidak berhak mendapatkan ganti berupa nafkah. Sedangkan

suami yang masih dibawah umur (belum dewasa), maka istrinya wajib

?8 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “Al-Usroh Wa Ahkamuha
Fi Tasyri’i Al-1slami”, diterjemahkan Abdul Majid Khon, Figh Munakahat (Cet.|; Jakarta:
Amzah, 2009), 214 — 215.
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memperoleh nafkah. Karena suami bisa menikmati istri secara sempurna,
meskipun dirinya (suami) tidak sempurna.
4. Macam-macam Nafkah Setelah Perceraian
Apabila seorang istri akan diceraikan oleh suaminya baik cerai talak
atau cerai gugat di Pengadilan Agama, maka hak-hak yang diperoleh istri
ialah nafkah iddah dan nafkah mut’ah. Nafkah tersebut merupakan hak istri
yang harus dipenuhi oleh suami jika akan menceraikannya dan nominal
nafkahnya atas permintaan istri.
a. Nafkah Iddah

Kata iddah berasal dari bahasa arab (adda — ya 'uddu — ‘idatan)
dan jamaknya ‘idad®® yang mempunyai arti hitungan.*® Maksud dari
kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber-
iddah untuk berlalunya waktu. Definisi iddah di dalam kitab figih ialah
masa tunggu yang di lalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui
bersihnya rahim atau untuk ibadah. *

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa iddah adalah
masa tunggu yang harus di lalui oleh seorang perempuan yang telah
bercerai dari suaminya supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui
bersinnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT.
Seorang perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun,
cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih

berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa iddah.

2 Al-Maktabah Al-Syarkiyyah, Al-Munjid, 490.
% Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer, 1274.
31 Syeikh Zakariya Al-Anshori, Tuhfatut Thullab, 109.
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Dasar hukum menjalani kewajiban beriddah terdapat dalam Al-
Qur’an, yaitu firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 228:

J@Q|;3J5-Y) ;)};:_L:u@.w.a.:b 2% MT)

}/,4 -

........... Nl 8L 5050 58 ol Seebel g TGl
Artinya: Wamta—wanlta yang ditalak oleh suaminya hendaklah
menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru’. Tidak halal
perempuan itu menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat.( QS. Al-Bagarah: 288.)*
Kitab tafsir Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa seorang wanita yang
ditalak oleh suaminya dengan talak satu dan dua, harus menjalani masa
iddah selama tiga kali masa haid atau masa suci dan hukumnya haram
bagi seorang wanita yang menyembunyikan kandungan dari suaminya
(jika hamil).*®
Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya beriddah ialah untuk
mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang
ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk taabud (memenuhi
kehendak Allah) dan agar suami yang telah menceraikan istrinya
berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta

menyesali tindakannya.®*

Iddahnya seorang istri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

%2 Departemen Agama Rl al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 80.

%3 Abdullah Ibn Abbas, Tanwir Al-Migbas Min Tafsiri Ibni Abbas (Libanon: Dar Al-Kutub Al-
limiyah, t.th), 31.

3 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, “Shahih Figh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih
Madzahib Al-4 ’immah ”, diterjemahkan Khairul Amru Harahap, Shahih Fikih Sunnah (Cet.I;
Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 499.
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1) Iddahnya seorang perempuan yang memiliki kebiasaan
bermenstruasi (haid) apabila ditalak oleh suaminya, terbagi menjadi
dua:

a) Seorang perempuan yang ditalak qobla dukhul (belum pernah
dicampuri) oleh suaminya, maka tidak ada iddah yang harus
dijalankannya sehingga perempuan tersebut bisa menikah lagi
dengan laki-laki lain. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam

surat Al-Ahzab ayat 49:
w&wﬁww\,o&, 150 Tyl T
ijx;o&wuwvﬁwdwdg}d

‘A WAl B, -
D Sm B i Saiid
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
menikahi perempuan- perempuan yang beriman,
kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas
mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah
(pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang
diceraikan sebelum dicampuri) dan lepaskanlah
mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.(QS.
Al-Ahzab:49)%®

b) Seorang perempuan yang ditalak ba’da dukhul (sudah
dicampuri) oleh suaminya, maka masa iddahnya tiga kali guru’
(tiga kali masa suci setelah haid). Sesuai dengan firman Allah

SWT dalam surat Al-Bagarah ayat 228:

(a8

} Praid P Fcod

..;);muwu 25 Casllaa]ly

% Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 187.
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Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan
diri (menunggu) tiga kali quru' (tiga kali suci)......
(QS. Al-Bagarah:228)*

Seorang istri yang ditalak oleh suaminya dan tidak memiliki
kebiasaan bermenstruasi (haid), baik itu karena masih belum
pernah atau telah berusia lanjut (monopause). Maka masa iddahnya
tiga bulan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ath-

Thaléq ayat 4:

Ao 28 - 27~ D= v _ 2~ b Do

e | Tan . R . 2 . 4 . '/ '/9 ~1({-
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Artinya:  Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika
kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa
iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)
perempuan-perempuan yang tidak haid.....(QS. Ath-
Thalag:4)*’

Apabila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka masa
iddahnya empat bulan sepuluh hari. ® Sesuai dengan firman Allah

SWT dalam surat Al-Bagarah ayat 234:

,f//,fg 2z | ’f/ Z . 2 _ ﬂ//‘/ s
s - - .o T2 (T B - > ; AT T
e A ‘u-é-*&‘-’bu-@-u‘-’ 5! d))%)vg*-f 055 Al

Artinya:  Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu
dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para
isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat
bulan sepuluh hari.....(QS. Al-Bagarah:234)%

% Departemen Agama Rl al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 80.
¥ Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 236.

%8 Muhammad Bagir, Figih Praktis I1: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama

(Cet. I;Bandung: Karisma, 2008), 222-224.
% Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 90.
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4) Seorang istri yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil,
meskipun ditinggal mati oleh suaminya. Maka masa iddahnya
sampai melahirkan kandungannya, sesuai dengan firman Allah

SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 4:

Pt /ﬁT i //Cw 877 _ > .// ‘/1}}/7 L/A;EYfT/‘ /s?/ €
Jrg Al 35 ed b G Of el 1 D919 weese

Artinya: ... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu
iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan
kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa
kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya
kemudahan dalam urusannya.(QS. Ath-Thalag:4)*°

Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih
mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa
iddah, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah
dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain. Istri yang telah
bercerai dengan suaminya akan mendapatkan hak-hak terbagi menjadi
tiga, yaitu:

a. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk thalag
raj iy, hak yang akan diterimanya penuh dan akan mendapatkan
hal-hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, baik itu
pakaian, makanan dan tempat tinggal.**

b. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk thalaq bain

sughra dan thalag bain kubra yang dalam keadaan hamil. Ulama

telah sepakat bahwa istri tersebut mendapatkan hak nafagah dan

“0 Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 236.
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan (Cet Il; Jakarta: Kencana, 2007), 322.
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tempat tinggal hingga melahirkan, dasar hukumnya firman Allah

SWT dalam surat at-Thalag ayat 6 :

a
e

g 27" -2 .//\ - 49// I .{.,Ef -7 /G {} o~
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Artinya: ...... dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu
sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka melahirkan, ...... (QS. At-
Thalag: 6)*

%

Apabila istri tidak dalam keadaan hamil dan di talak Ba'in Kubra,
para ulama’ berbeda pendapat. Pertama, istri berhak mendapatkan
tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini menurut ulama’ Hanafiyah,
Umar bin Hattab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Ahmad.*?
Kedua, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal,
pendapat ini menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang mashur,
Abu Tsaur dan Abu Daud.** Ketiga, istri mendapatkan tempat
tinggal akan tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah, pendapat ini
menurut Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad.*

c. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila seorang
istri yang telah ditinggal tersebut dalam keadaan hamil, ulama telah
sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal,
sedangkan apabila istrinya tidak dalam keadaan hamil maka para

ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik,

*2 Departemen Agama R al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 237.

** Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahal Syams As-Sarkhosi, Al-Mabsuth Juz 5 (Bairut: Dar Al-
Ma’rifah, t.th), 201-202.

* Muhammad Ya’qub, “Ahkam An-Nafagah, 185.

*> Muhammad bin Ahmad bin Urfah Ad-Dasuki Al-Maliki, Hasyiyah Ad-Dasuki ‘Ala Asy-Syarh
Al-Kabir Juz 11 (t.t: Dar al-Fikr, t.th), 515.
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Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang

menjalani masa iddah wafat berhak mendapatkan tempat tinggal.*°

Sebagian ulama’ diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa
istri yang menjalani masa iddah wafat dan tidak hamil, tidak berhak
mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.
Pembahasan iddah diatur dalam Undang-undang Perkawinan
Pasal 11 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 39
menggunakan nama “waktu tunggu”, Kompilasi Hukum Islam
mengulangi dan menegaskan yang sudah ditetapkan dalam Undang-
undang dan Peraturan Pemerintah dengan rumusan yang hampir sama
sebagai berikut*":

WAKTU TUNGGU
Pasal 153
1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu
atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus
bukan karena kematian suami.
2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun gobla
al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh)
hari

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu
bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan
sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang
tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan
sampai melahirkan

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan
sampai melahirkan

3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena
perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya
gobla al dukhul.

*® Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab Juz 17
(Bairut: Dar al-Fikr, t.th), 262.
" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 324.
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4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu
tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi
perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu
dihitung sejak kematian suami.

5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu
menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga
kali waktu haid.

6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka
iddah-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu
tahun tersebut ia haid kembali, maka iddah-nya menjadi tiga kali
waktu suci.

Pasal 154

Apabila istri bertalak raj’i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153,

ditinggal mati oleh suaminya, maka iddah-nya berubah menjadi empat

bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.
Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk,

fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masa berkabung dalam
satu pasal sebagai berikut:
MASA BERKABUNG
Pasal 170
1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa
berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan
sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

2) Suami yang tinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung
menurut kepatutan.*®

b. Nafkah Mut’ah
Kata mut’ah berasal dari bahasa arab mata’ yang berarti segala
sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah mut’ah ialah
suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau
penghibur karena telah diceraikan.* Dalam kamus besar bahasa

Indonesia, mut’ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan

8 Kompilasi Hukum Islam
* Sayyed Hawwas, “Al-Usroh Wa Ahkamuha, 207.
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suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup
(penghibur hati) bekas istrinya.*

Pemberian mut’ah merupakan perintah Allah SWT kepada para
suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip imsak bil ma’ruf
aw tasrihu bi ihsan (mempertahankan ikatan perkawinan dengan
kebaikan atau melepaskan / menceraikan dengan kebajikan). Anjuran
ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa
diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya
harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan
mut’ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan iklas dan sopan
tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan
istri.

Ulama’ sepakat mengenai wajibnya memberikan mut’ah kepada
istri yang telah diceraikan sebelum berlangsungnya hubungan badan
(gobla dukhul) dan jumlah maharnya belum ditentukan pada saat akad
nikah. Dasar hukumnya firman Allah SWT dalam surat Al-Bagarah
ayat 236°":
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Artinya:  Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika
kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu

%0 “Definisi Mut’ah — Kamus Bahasa Indonesia”, http://kamusbahasaindonesia.org/mut’ah,
diakses tanggal 02 Maret 2013.
> Muhammad Bagir, Figih Praktis 11, 230.
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bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan
maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah
(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang
patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-
orang yang berbuat kebajikan. (QS.Al-Bagarah: 236)

Wahbah Zuhaily dalam tafsir Al-Wasith menjelaskan bahwa ayat
tersebut diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki dari golongan
Anshar yang menikahi seorang perempuan dan dia tidak menyebut
maharnya pada saat akad nikah dan perempuan tersebut ditalak gobla
dukhul, lalu Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki Anshar:
“berikanlah dia (perempuan) mut’ah meski hanya dengan peci/songkok
mu”.53

Apabila suami telah menentukan besarnya mahar pada saat akad
nikah dan menceraikan istrinya gobla dukhul, maka suami hanya wajib
memberikan setengah dari jumlah mahar yang telah ditentukan tersebut.

Dasar hukumnya sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-

Bagarah ayat 237:
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Artinya:  Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu
bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu
sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua
dari mahar yang telah kamu tentukan itu,.... (QS. Al-
Bagarah: 237)**

°2 Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 91.
>3 Wahbah Az-Zuhaily, At-Tafsir Al-Wasith (Damaskus: Dar al-Fikr, 1422 H), 133.
> Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 92.
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Wahbah Zuhaily juga menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Munir bahwa
seorang perempuan yang ditalak gobla dukhul dan telah disebut jumlah
maharnya oleh suami. Maka perempuan tersebut berhak mendapatkan
setengah dari jumlah mahar.*

Bagi istri yang diceraikan oleh suaminya ba’da dukhul (setelah
berlangsungnya hubungan badan) hukumnya wajib untuk diberikan
nafkah mut’ah, pendapat tersebut diriwayatkan oleh Imam Syafi’l
(dalam madzhab jadidnya atau pendapat yang baru), sahabat Ali r.a,
sahabat Umar bin Khattab dan kedua putranya, Al-Hasan bin Ali dan
Abdullah bin Umar.>® Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-

Bagarah ayat 241.:
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Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu

kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-
Bagarah:241)°’

Sebagian ulama’ berbeda pendapat mengenai batas ukuran besar
kecilnya nafkah mut’ah, menurut ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah
bahwa ukuran mut’ah yaitu tiga helai pakaian (baju kurung, kerudung
dan rangkapan), ukuran tersebut diriwayatkan oleh Al-Hasan, Sa’id bin
Al-Musayyab, Atha’ dan Asy-Sya’bi.

Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi’iyah bahwa mut’ah

tidak memiliki ukuran, akan tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30

% Wahbah Az-Zuhaily, At-Tafsir Al-Munir fi Al- ‘Agidah wa As-Syariah wa Al-Manhaj Juz 2
(Damaskus: Dar Al-Fikr al-Ma’ashir, 1418 H), 386.

> Muhammad Bagir, Figih Praktis 11, 234.

*" Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 98.
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dirham. Ukuran mut’ah berbeda-beda sesuai dengan tempat dan zaman.
Apabila seorang suami dan istri bertengkar akibat menentukan ukuran
besar kecilnya mut’ah, maka keduanya harus melaporkan kepada hakim
untuk menentukan ukuran mut’ah tersebut.”®

Seorang hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut’ah alangkah
baiknya melihat kondisi suami, apakah suami tersebut kaya atau miskin.
Dalil yang menganjurkan dengan mempertimbangkan kondisi suami ini

berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 236:
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Artinya: ... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah

(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang
patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-
orang yang berbuat kebajikan.(QS. Al-Bagarah:236)>°

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang mut’ah,
yaitu:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a) memberi mut‘ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) gabla ad-dukhul.

b) memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian)
kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah
dijatuhi talak ba‘in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

c) melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh
apabila gabla ad-dukhul.

d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

Pasal 158
Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

%% Sayyed Hawwas, “Al-Usroh Wa Ahkamuha, 211.
% Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 91.
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a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba 'da ad-dukhul.
b) perceraian itu atas kehendak suami.
Pasal 159

Mut‘ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada
Pasal 158.

Pasal 160
Besarnya mut‘ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan
suami.®

5. Nafkah Istri dalam Perundang-undangan di Indonesia
Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak membahas secara
langsung tentang nafkah, akan tetapi masalah tersebut dibahas dalam hak dan
kewajiban suami istri. Undang-undang Perkawinan membahas nafkah dalam
Pasal 34 sebagai berikut:
Pasal 34
a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
b. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugutan kepada Pengadilan.®*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak rinci dalam membahas
tentang nafkah, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam membahas secara detail
tentang hak dan kewajiban suami istri sehingga bisa menguatkan,
menegaskan dan merinci apa yang ditelah dibahas oleh Undang-undang
perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri dibahas dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82, akan tetapi mengenai masalah nafkah
dibahas dalam Pasal 80 dan 81 sebagai berikut:

Kewajiban Suami
Pasal 80
1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh suami-istri secara bersama.

% K ompilasi Hukum Islam
%1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
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2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi
agama, nusa, dan bangsa.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;

b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan
bagi istri dan anak;

c) biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) Huruf
a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari
istrinya.

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri
nusyuz.

Tempat Kediaman
Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak
anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama
dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya
dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.
Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta
kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkung-an tempat
tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana
penunjang lainnya.®?

Suami yang telah menceraikan istrinya masih tetap mempunyai
tanggungan, selama istri tersebut masih menjalani masa iddah. Kewajiban
suami memberikan nafkah terhadap mantan istrinya setelah perceraian diatur
dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 sebagai
berikut:

Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana

%2 Kompilasi Hukum Islam
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ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya6g)enghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
isteri.

Kompilasi Hukum Islam juga membahas tentang kewajiban suami
memberikan nafkah terhadap istrinya setelah perceraian didalam Pasal 149
dan Pasal 152 sebagai berikut:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1) memberi mut‘ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas istri tersebut gabla ad-dukhul

2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam
iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba‘in atau nusyuz dan
dalam keadaan tidak hamil;

3) melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila
gabla ad-dukhul;

4) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152
Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila
ia nusyuz.®*

Undang-undang di Indonesia tidak hanya mengatur sebelum dan saat
perkawinan saja, akan tetapi mengatur setelah perkawinan juga. Ini terbukti
dengan adanya beberapa pasal diatas yang mengatur tentang kesejahteraan

istri setelah perceraian.

%% Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
® Kompilasi Hukum Islam
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Secara etimologis, eksekusi berasal dari bahasa belanda executie yang
memiliki arti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan
(tenuitvoer legging van vonnissen).*® M. Yahya Harahap mengartikan
eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada
pihak yang kalah dalam suatu perkara.®® Menurut Abdul Mannan eksekusi
ialah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dan dalam putusannya tersebut mengandung perintah kepada
salah satu pihak atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar
sejumlah uang, bisa juga berupa perintah untuk mengkosongkan benda
tetap.®”’

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa eksekusi
adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) dan dalam putusannya mengandung perintah kepada
salah satu pihak (Termohon) untuk membayar sejumlah uang atau
pengosongan benda tetap, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara paksa
melalui alat-alat negara. Ketentuan dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi
diatur dalam Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 sampai Pasal 225

HIR.

% Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), 142.

% M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 205.

%7 Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama (Jakarta:

Kencana Prenada Group,2008), 313.
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Pelaksanaan putusan pengadilan tersebut merupakan penyelesaian suatu
perkara karena salah satu pihak atau pihak yang kalah tidak mau
melaksanakan putusan secara sukarela sehingga mengharuskan adanya
eksekusi atau upaya paksa dari pengadilan dalam melaksanakan putusan.
Putusan yang bisa dilakukan mempunyai kekuatan eksekutorial yang
berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atau
yang mengandung amar ‘“‘comdemnatoir”’, sedangkan putusan yang bersifat
deklaratoir dan constitutif tidak membutuhkan adanya eksekusi karena
putusannya berupa tulisan yang isinya menghukum atau menimbulkan hukum
baru.

Macam-macam putusan pengadilan ditinjau dari segi sifatnya, yaitu:

a. Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan pengadilan dan didalam amarnya

berisi tentang pernyataan suatu keadaan yang akan dinyatakan sah

menurut hukum. Putusan ini biasanya bersifat penetapan saja, tidak
mengadili karena tiadak adanya sengketa dalam kasus tersebut.

Contoh putusan yang bersifat declaratoir amarnya berbunyi

“menetapkan ....... o~

b. Putusan Condemnatoir

Putusan Condemnatoir adalah putusan pengadilan yang didalamnya

menghukum salah satu pihak atau pihak yang kalah untuk memenuhi

suatu prestasi atau tuntutan yang ditetapkan oleh hakim. Putusan ini
bisa berupa tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat atau bisa juga

tidak adanya pengakuan atau pembenaran terhadap tuntutan hak yang



C.

37

diajukan oleh penggugat, putusan ini dilaksanakan secara paksa
(forcelijk executie).
Didalam putusan yang bersifat condemnatoir, amar putusannya harus
mengandung kalimat:
- Menghukum Tergugat untuk berbuat sesuatu;
- Menghukum Tergugat untuk tidak berbuat sesuatu;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sesuatu,
- Menghukum Tergugat untuk membongkar sesuatu;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang;
- Menghukum Tergugat untuk membagi;
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan;
Pencantuman salah satu kalimat diatas sangat penting, sehingga apabila
putusannya tidak ada kalimat diatas maka putusan yang dijatuhkan
tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dieksekusi.
Putusan Constitutif
Putusan Constitutif adalah putusan pengadilan yang bersifat
menghentikan atau menimbulkan hukum baru, didalam putusan ini
keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan
hukum baru. Seperti contoh, putusan tentang pembatasan suatu
perjanjian, menyatakan pailit atau bankrupt, memutuskan suatu ikatan
perkawinan.
Didalam putusan constitutif tidak diperlukan pelaksanaan paksaan,
karena dengan diucapkannya putusan, maka keadaan hukum yang

lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru. Contoh amar putusan
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constitutif berbunyi “Menyatakan bahwa perkawinan antara A dan B
putus karena ........ “
2. Macam-macam Pelaksanaan Eksekusi
Ada tiga jenis eksekusi dalam pelaksanaan putusan hakim menurut
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH®, yaitu:

a. Eksekusi putusan dengan menghukum pihak yang kalah untuk
membayar sejumlah uang, dasar hukum tersebut diatur dalam Pasal
197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg.

Contoh: penghukuman pihak suami terhadap istrinya yang telah
diceraikan dengan membayar sejumlah uang nafkah iddah dan mut’ah.

b. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan
suatu perbuatan, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal
259 R.Bg.

Contoh: menghukum pihak tergugat untuk membagi harta bersama
yang sekarang dikuasai oleh pihak tergugat dalam perkara sengketa
harta bersama.®®

c. Eksekusi riil atau eksekusi putusan dengan memerintah pihak yang
kalah (tergugat) untuk mengkosongkan suatu benda tetap akan tetapi
perintah tersebut tidak dilakukan secara suka rela, dasar hukumnya
diatur dalam Pasal 1033 Rv dalam Pasal 200 ayat 11 HIR dan Pasal 218

ayat 2 R.Bg.

%8 Abdul Manan, Penerapan Hukum, 315.
% Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 325-336.
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Contoh: menghukum pihak tergugat untuk mengkosongkan rumah yang
sekarang ditempati dengan cara paksa atau dilelang.
3. Putusan Yang Dapat Dieksekusi
Pengadilan dalam mengeksekusi putusan harus memperhatikan asas-
asas pelaksanaan putusan, yaitu:

a. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau “in
kracht van gewijsde”. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
adalah putusan final dan tidak ada lagi upaya hukum. Sifat putusan
yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah litis finiri operte (tidak
bisa disengketakan oleh pihak yang berperkara).

Syarat diatas tersebut tidak berlaku terhadap:

1) Putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) sesuai dengan
Pasal 191 ayat 1 R.Bg dan Pasal 180 ayat 2.

2) Pelaksanaan putusan provisi sesuai dengan Pasal 180 ayat 1 HIR,
Pasal 191 ayat 1 R.Bg dan Pasal 54 Rv.

3) Pelaksanaan putusan perdamaian sesuai dengan Pasal 130 ayat 2
HIR dan Pasal 154 ayat 2 R.bg.

4) Eksekusi berdasarkan Grose Akta sesuai dengan Pasal 224 HIR
dan Pasal 258 R.Bg."

b. Putusan tidak dilaksanakan secara suka rela oleh pihak terhukum,
dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg ada dua cara dalam
melaksanakan putusan yaitu dengan cara suka rela dan dengan cara
paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan melalui bantuan pihak
kepolisian (Pasal 200 ayat 1 HIR).

c. Putusan yang bersifat comdemnatoir, putusan tersebut biasanya lahir

dari perkara yang bersifat contensius dengan proses pemeriksaan secara

contradictoir.

7 Abdul Manan, Penerapan Hukum, 314.
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Ciri-ciri putusan condemnatoir mengandung salah satu amar pengadilan
yang menghukum atau memerintahkan untuk:
1) Menghukum atau memerintahkan untuk “menyerahkan”.
2) Menghukum atau memerintahkan untuk “pengosongan”.
3) Menghukum atau memerintahkan untuk “membagi”.
4) Menghukum atau memerintahkan untuk “melakukan sesuatu”.
5) Menghukum atau memerintahkan untuk “menghentikan”.
6) Menghukum atau memerintahkan untuk “membayar”.
7) Menghukum atau memerintahkan untuk “membongkar”.
8) Menghukum atau memerintahkan untuk “tidak melakukan sesuatu”
d. Eksekusi dilakukan atas perintah atau di bawah pimpinan Ketua
Pengadilan Agama. Maksudnya Ketua Pengadilan Agama terlebih
dahulu mengeluarkan putusan atau penetapan yang ditujukan kepada
panitera/jurusita  untuk  melaksanakan  eksekusi dan  dalam
pelaksanaannya di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama sesuai
dengan Pasal 195 ayat 1 dan Pasal 206 ayat 1 R.Bg.
4. Prosedur Eksekusi
Pelaksanaan eksekusi putusan di Pengadilan Agama dilakukan dengan
tata cara sebagai berikut’:
a. Mengajukan surat permohonan eksekusi dari pihak Pemohon
Pihak Termohon diberikan kesempatan untuk menjalankan

putusan secara sukarela oleh Pengadilan Agama, apabila Termohon

™t Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama
(Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), 140.
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tidak menjalankan secara suka rela, maka pihak Pemohon mengajukan
surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama setempat
yang telah memutuskan perkara untuk menjalankan secara paksa sesuai
dengan Pasal 207 ayat (1) R.Bg dan Pasal 196 HIR."* Apabila tidak ada
surat permohonan eksekusi dari pihak Pemohon, Pengadilan Agama
tidak dapat menjalankan eksekusi tersebut.

b. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan Aanmaning
(Teguran/Peringatan)

Aanmaning merupakan panggilan terhadap pihak yang kalah
oleh Jurusita agar Termohon atau pihak yang kalah hadir pada sidang
aanmaning.

c. Jurusita atau Jurusita Pengganti memanggil Termohon atau pihak yang
kalah.

d. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan sidang aanmaning dengan
sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon atau
pihak yang kalah. Dalam sidang tersebut Ketua Pengadilan Agama
menyampaikan peringatan agar dalam tempo delapan (8) hari dari
setelah perigatan Termohon melaksanakan isi putusan.

e. Ketua Pengadilan Agama Mengeluarkan Surat Perintah Eksekusi

Apabila dalam jangka waktu delapan hari sudah lewat dan
ternyata pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan pengadilan,
maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi

dengan ketentuan:

72 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, 144.
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1) Perintah eksekusi yang berupa penetapan

2) Perintah tersebut ditujukan kepada Panitera atau Jurusita yang
namanya telah disebutkan.

3) Nomor perkara dan barang yang hendak dieksekusi.

4) Perintah eksekusi di sebutkan tempatnya dan tidak boleh
dibelakang meja.

5) Isi perintah eksekusi agar dilaksanakan sesuai dengan amar
putusan.”

f. Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Panitera atau Jurusita yang
dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya
sesuai dengan Pasal 197 ayat (6) HIR dan Pasal 210 R.Bg.” dalam
pelaksanaan tersebut Panitera atau Jurusita wajib hadir ke tempat objek
barang yang akan dieksekusi.

Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan isi putusan
pengadilan serta dibuatkan berita acara eksekusi. Didalam berita acara
eksekusi harus memuat:

1) Jenis barang yang dieksekusi

2) Letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusi

3) Hadir tidaknya pihak yang tereksekusi

4) Penegasan dan keterangan pengawasan barang

5) Penjelasan Non-Bevinding bagi yang tidak sesuai dengan isi
putusan

6) Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan

7) Hari, tanggal, jam, bulan dan tahun pelaksanaan eksekusi

8) Berita acara eksekusi ditandatangani oleh petugas eksekusi, 2 (dua)
orang saksi, kepala desa atau lurah setempat dan tereksekusi.”

® Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 318.
™ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 319.
> Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, 144 -145.
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D. Tujuan Hukum

Fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan masyarakat dan

dalam fungsi tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib

dan seimbang. " Oleh karena itu, dalam menggapai tujuannya hukum mempunyai

tugas yaitu membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat

dengan membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum

yang ada serta memelihara kepastian hukum.

Ada beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu:

1. Teori Etis

Filosof Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang
berjudul Rhetorica dan Ethica Nichomacea bahwa tujuan hukum adalah
semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Maksud dari keadilan tersebut
lalah llustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere yang artinya
memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya,
bagian atau hak setiap orang tidak sama.”” Menurut Gery, teori tersebut
bertujuan untuk merealisir atau mewujudkan keadilan, hakikat keadilannya
adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji
melalui suatu norma yang menurut pandangan subyektif (kepentingan
kelompok atau golongan) melebihi norma lain.

Mengenai batasan keadilan sangat susah, Aristoteles membedakan
keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif atau verdelende ialah

keadilan yang menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya atau

"® Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 99.
" Dudu Duswara Machmudin, Pengantar llmu Hukum; sebuah sketsa (Bandung: PT Refika
Aditama, 2003), 23-24.
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jatahnya. Setiap orang tidak sama jatahnya, tergantung pada kekayaan,
kelahiran, pendidikan dan kemampuan, sifatnya proporsional. Sedangkan
keadilan komutatif atau vergeldende ialah keadilan yang memberikan jatah
kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa
perseorangan. Maksudnya adalah kesamarataan dan dapat dikatakan adil
apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan
lain sebagainya.”®
2. Teori Utilitas

Jeremy Bentham mengenalkan teori utilitas dalam bukunya yang
berjudul Introduction to The Principles of Morals and Legislation
menurutnya hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau
bermanfaat (efektif) bisa dikatakan juga bahwa tujuan hukum semata-mata
untuk menciptakan kemanfaatan.”” Menurut Soebekti bahwa hukum
mengabdi kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan
kebahagiaan rakyatnya. Pendukung aliran ini adalah James Mill, John Stuart
Mill, Jeremy Bentham dan Soebekti.®

3. Teori Normatif-Dogmatik

Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa tujuan hukum semata-
mata untuk menciptakan kepastian hukum, dapat dikatakan juga bahwa
hukum sesuatu yang otonom atau berupa peraturan tertulis sehingga
tujuannya semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian

hak dan kewajiban seseorang. Van Kan juga berpendapat bahwa tujuan

"8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 100.
" Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, 26.
8 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 82.
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hukum untuk menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan
terjamin kepastiannya. Penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan.

Ketiga aliran di atas merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav
Radbruch juga mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut sebagai
asas prioritas, teori tersebut menyebutkan bahwa tujuan hukum pertama-tama
wajib memprioritaskan keadilan, disusul dengan kemanfaatan dan terakhir untuk
kepastian hukum. &

Salah satu aspek agar tujuan hukum tercapai adalah faktor kesadaran hukum
masyarakat karena kesadaran hukum merupakan komponen yang paling berakar
terhadap kebudayaan bangsa, semakin konsisten hukum ditegakkan maka akan
semakin menguatkan kesadaran hukum warga masyarakat, dengan adanya
kesadaran hukum masyarakat diharapkan menjadi indikator dalam mempercepat
proses pembangunan secara keseluruhan. Tercapainya tujuan hukum bukan hanya
bertumpu kepada kesadaran hukum masyarakat saja, akan tetapi harus dibarengi
dengan keteladanan birokrasi, keteladanan penegak hukum dan konsistensi

penegakan hukum.

81 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, 82.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris,
yaitu penelitian hukum yang tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota
masyarakat dalam berhubungan di masyarakat dengan kata lain penelitian ini
mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang
dilakukan oleh masyarakat.®?

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian lapangan (Field
Research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari tentang

perilaku manusia dan ciri-cirinya dalam suatu keadaan tertentu, baik itu perilaku

82 Fakultas Syari’ah. Pedoman Penulisan Karya llmiah. (Malang:Fakultas Syariah, 2011), 26.
46
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pribadi atau perilaku kelompok.®2® Penelitian lapangan ini menggunakan
pendekatan kualitatif atau sebagai metode dalam mengumpulkan data kualitatif.
Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan
pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.®* Pendekatan
kualitatif ialah pendekatan dengan maksud untuk memahami fenomena yang
dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan
dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu
konteks khusus yang alamiah.®

Peneliti memilih jenis pendekatan ini berdasarkan beberapa alasan.
Pertama, pendekatan kualitatif menggunakan data yang berupa informasi yang
tidak harus dikuantifikasikan dalam bentuk rumusan statistik.*® Kedua,
pendekatan kualitatif bersifat induktif yaitu dengan mengembangkan konsep,
pemikiran dan pemahaman terhadap data yang sudah ada.®” Ketiga, pendekatan
kualitatif lebih mengutamakan proses dari pada hasil, dalam penelitian kualitatif
seorang peneliti sebagai alat (instrument) dengan kata lain bahwa seorang peneliti
harus memiliki daya respon yang tinggi, bersifat adaptabel serta memiliki
kemampuan untuk memandang objek penelitian secara holistik (mengaitkan

dengan gejala sekarang, masa lalu dan kondisi lain yang relevan).®®

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), 48-49.

8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 26
% Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 6

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Asdi Mahasatya,
2006), 12

8 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, 17
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Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang
kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran
nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar talak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama
Probolinggo Jalan D. | Panjaitan No. 71 Probolinggo. Peneliti memilih judul
tersebut pertama, belum pernah ada yang meneliti tentang kebijakan hakim dalam
menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar
talak kedua, data-data yang diterima berasal dari tempat Pra Reseach.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah
penelitian. Seorang peneliti harus mampu memahami sumber data yang
digunakan, baik itu berupa kata-kata maupun tindakan. Karena dalam penelitian
ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, datanya disesuaikan dengan jenis
pengamatan dan masalah yang diteliti.

Dari berbagai macam sumber data yang ada, penulis menggunakan tiga
macam sumber data, yaitu:

a. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya
atau sumber pertama.®® Data primer dalam penelitian ini didapatkan secara
langsung melalui metode wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan
Agama Probolinggo Drs. Rubangi, MH dan Hakim Pengadilan Agama

Probolinggo Drs. Saiful Iman, SH dan Drs. Usman Ismail Kilihu, SH.

8 Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, 12.
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b. Data Sekunder, yaitu data yang berisi informasi penunjang dan berkaitan
dengan penelitian tersebut. Data tersebut berupa dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, perundang-undangan, arsip dan dokumen yang berkaitan
dengan penelitian ini. * Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya
seperti buku karangan Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, “Ahkam An-
Nafagah Az-Zaujiyah”, diterjemahkan M. Ashim, Nafkah Istri: Hukum
Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam. Abdul Aziz Muhammad Azzam
dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri’i
Al-Islami”, diterjemahkan Abdul Majid Khon, Figh Munakahat. Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

c. Data Tertier, yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan
terhadap sumber data primer dan sekunder atau bisa disebut sebagai data
penunjang. Diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi.”

D. Metode Pengumpulan Data
Sebuah penelitian dapat dilihat kualitasnya dari instrumen dan metode
pengumpulan datanya.’® Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode
dalam mengumpulkan datanya, yaitu:
1. Wawancara (Interview)
Wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab dalam suatu topik tertentu.*® Dengan metode

wawancara peneliti mendapatkan data yang valid karena terjun langsung

% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,
2010), 30.

% Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, 52.

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 222.
% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, , 231.
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dan melakukan tanya jawab dengan informan, sehingga bisa melihat
ekspresi wajah dalam menceritakan kronologi saat melakukan wawancara.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara
tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas di mana seorang peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.’* Meskipun dalam
penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, akan tetapi
wawancaranya tetap fokus dan selalu terpusat pada suatu pokok
permasalahan tertentu.”® Dalam hal ini penulis mewawancarai Wakil
Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Drs. Rubangi, MH dan Hakim
Pengadilan Agama Probolinggo Drs. Saiful Iman, SH dan Drs. Usman
Ismail Kilihu, SH.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dan
telah di dokumentasikan baik dalam bentuk buku, foto-foto, surat
keterangan dan lain sebagainya. Dalam metode ini menggunakan buku
yang ada hubungannya dengan penelitian ini tentang kebijakan hakim
Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah
iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar talak dan juga yang

berkaitan dengan objek penelitian.

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, , 233.
% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 85.
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E. Metode Pengolahan Data
Data yang dikumpulkan di lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab
beberapa permasalahan penelitian. Upaya menyimpulkan fakta dan realita dalam
menjawab sebuah permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam dalam
pengolahan datanya, sebagai berikut:
1. Editing

Pertama kali yang dilakukan dalam proses ini yaitu meneliti
kembali catatan atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk
mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup atau belum dalam
menjawab permasalahan penelitian. Dalam tahap ini peneliti mengamati
kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi
di lapangan, apakah data tersebut sudah cukup valid dan sesuai dengan
permasalahan dalam penelitian.

Proses yang dilakukan peneliti ini untuk menguji apakah kebijakan
hakim pengadilan bisa menjamin terbayarkannya nafkah untuk istri oleh
suami sebelum ikrar talak, apakah suami dalam hal ini bisa melaksanakan
atau malah merasa terbebani terhadap kebijakan hakim pengadilan
tersebut.

2. Classifying

Setelah meneliti kembali data yang diperoleh dan telah sesuai
dengan masalah yang ada, tahap selanjutnya yaitu classifying. Dalam tahap
ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data
yang diperoleh dengan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan

rumusan masalah yang ada, baik berupa wawancara maupun dokumentasi
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dengan tujuan agar peneliti bisa membentuk sebuah hipotesa dan
mempermudah dalam pengolahan data.

Tahap ini, peneliti mengidentifikasi terhadap kebijakan hakim
Pengadilan Agama dalam menetapkan pembayaran nafkah istri sebelum
ikrar talak dengan meminta pendapat dan pandangan dari Wakil Ketua
Pengadilan Agama Probolinggo Drs. Rubangi, MH dan Hakim Pengadilan
Agama Probolinggo Drs. Saiful Iman, SH dan Drs. Usman Ismail Kilihu,
SH tentang bagaimana latar belakang kebijakan tersebut diterapkan,
apakah ada indikasi kecurangan dari suami sehingga tidak memberikan
nafkahnya kepada istri setelah ikrar talak.

Verifying

Tahap ini dilakukan peneliti untuk memperoleh bukti informasi dan
data dari lapangan, serta melakukan crosscheck validitasnya. Dalam hal ini
peneliti terjun langsung ke lapangan dengan melakukan reseach di
Pengadilan Agama Probolinggo.

Analyzing

Analyzing adalah proses yang dilakukan peneliti dengan melakukan
penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk agar mudah dimengerti dan
dibaca. Dalam tahap ini peneliti menganalisis data yang telah didapat di
Pengadilan Agama Probolinggo dan disederhanakan sesuai dengan tema
dan judul yang penulis angkat.

Dengan cara inilah penulis menganalisis kebijakan hakim
Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah

iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar talak dengan undang-undang
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yang ada sehingga memunculkan alasan dan kelebihan dalam
menggunakan kebijakan tersebut.
5. Concluding

Concluding adalah hasil suatu proses atau bisa disebut juga dengan
kesimpulan. Dalam tahapan ini peneliti membuat kesimpulan dari semua
data yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan, baik
itu berupa wawancara maupun dokumentasi.

Dalam proses yang terakhir ini, peneliti memberikan kesimpulan
tentang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo membuat sebuah
kebijakan dalam menetapkan pembayaran nafkah istri sebelum pembacaan
ikrar talak dan kebijakan tersebut bisa diterapkan untuk meminimalisir
kecurangan suami terhadap hak nafkah istri.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan
mendeskripsikan data melalui tulisan untuk digunakan dalam menafsirkan data
hasil lisan maupun tulisan dari orang tertentu dan perilaku masyarakat yang
diamati.®

Metode ini digunakan penulis untuk meneliti kebenaran data yang sudah
didapat dilapangan dengan data dari buku-buku, yang dalam hal ini peneliti
dapatkan data tentang kebijakan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar talak yaitu

saudara Drs. Rubangi, MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Probolinggo

% saifudin Azwar, Metode Peelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126.
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dan Drs. Saiful Iman, SH dan Drs. Usman Ismail Kilihu, SH sebagai Hakim
Pengadilan Agama Probolinggo.
G. Uji Keabsahan Data
Uji keabsahan data merupakan tahapan terakhir peneliti. Uji keabsahan data
merupakan tahapan dimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat
dipercaya. Dalam penelitian ini uji keabsahan datanya menggunakan metode
triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan
sesuatu yang lain sebagai pembanding terhadap data yang sudah diterima.’
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan
membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang
sudah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Metode tersebut dilakukan
dengan cara:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan,

orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.”

% Lexy J. Moleong, Metodologi Peelitian Kualitatif, 330.
% Lexy J. Moleong, Metodologi Peelitian Kualitatif, 331.
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PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Latar Belakang Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Probolinggo
a. Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo

Departeman Agama Republik Indonesia terbentuk pada tanggal 3
Januari 1946 melalui Keputusan Pemerintah No. 01/SD/1946, dengan
adanya Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No. 05/SD/1946
semua urusan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen
Kehakiman kepada Departemen Agama. Hal ini berlaku juga untuk
Pengadilan Agama Probolinggo yang sejak saat itu berada dibawah

Pembinaan Departemen Agama.
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Pemerintahan Negara pada awal kemerdekaan belum stabil
sehingga pembinaan terhadap Peradilan Agama tidak berlaku sama
sekali, bahkan kantornya yang merupakan sarana vital untuk bekerja
tidak ada. Pada tahun 1948 dengan adanya Agresi Belanda Il, seluruh
kegiatan kantor tidak dapat berjalan dengan normal. Sehingga
kantornyapun berpindah-pindah mengikuti Pemerintahan Republik
Indonesia dengan bertempat di rumah penduduk wilayah Kabupaten
Probolinggo yang letaknya di desa terpencil dan jauh dari jangkauan
Belanda yang menduduki kota-kota kecamatan.

Kantor Pengadilan Agama sekitar awal tahun 1955 menjadi satu
dengan kantor Departemen Agama yang terletak di jalan Panglima
Sudirman Probolinggo dengan menyewa rumah penduduk. Kantor
tersebut jauh dari memadai karena ruang kantor yang ditempati
Pengadilan Agama hanya berukuran 3x4 m2 dengan menempati bekas
garasi mobil, akan tetapi ruang tersebut perlu disyukuri, dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yang tidak memiliki kantor dan selalu
berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya.

Berlakunya Undang-Undang No. 01 tahun 1974 jo Peraturan
Pemerintah No. 09 tahun 1975 membuat keadaan Pengadilan Agama
semakin hari semakin membaik. Hal ini berkaitan dengan wewenang
Pengadilan Agama yang semakin banyak, seiring dengan berlakunya
Undang-undang No. 01 tahun 1974 wilayah hukum Pengadilan Agama
Probolinggo meliputi Kotamadya Probolinggo dan Kabupaten

Probolinggo bagian barat, sehingga dengan wilayah tersebut perkara
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yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo semakin banyak hingga
mencapai 60-70 perkara perbulan.

Adanya sejumlah perkara tersebut membuat volume pekerjaan
semakin meningkat, sehingga kantor yang ada sudah tidak memadai lagi.
Pada waktu itu, ketua Pengadilan Agama Probolinggo (K. Syafiudin, SH)
berusaha untuk mendapatkan tanah lokasi perkantoran melalui bantuan
pemerintah daerah Kotamadya Probolinggo, sehingga memperoleh tanah
kantor di jalan Mayjen Panjaitan No. 71 dengan luas 360 m2.

Tanah tersebut pada tahun 1980 di bangun Balai Sidang
Pengadilan Agama Probolinggo melalui proyek Departemen Agama
Republik Indonesia, sejak saat itu sampai dengan sekarang Pengadilan
Agama Probolinggo menempati kantor tersebut.

Undang-undang No.7 Tahun 1989 disahkan pada tanggal 29
Desember 1989. Peradilan Agama yang selama ini dianggap sebagai
quasi peradilan, maka dengan disahkannya undang-undang tersebut
Pengadilan Agama menjadi peradilan yang mandiri dan inilah yang
memperkokoh eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia.

Pada tahun 1990 terjadi perubahan wilayah hukum Peradilan
Agama Probolinggo. Hal ini sesuai surat Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia N0.303/1990 yang semula 14 kecamatan menjadi 5
wilayah kecamatan komadya saja, sedangkan 9 kecamatan wilayah
Kabupaten Probolinggo bagian barat menjadi wilayah hukum Pengadilan

Agama Kraksaan.
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Penyerahan 9 Kkecamatan tersebut dilakukan oleh Ketua
Pengadilan Agama Probolinggo yang pada saat itu Drs. Agus Widodo
kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Drs. H. Moh. Munawir, SH,
sesuai surat pada tanggal 29 November 1993 No. PA.m/ 22/ HK.03.5/
449/1993. Dengan demikian jumlah perkara di Pengadilan Agama
Probolinggo mengalami penurunan rata-rata 40 perkara setiap
bulannya.*®

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo

Sebuah organisasi membutuhkan struktur yang jelas, agar tugas
dan wewenang masing-masing pengurus bisa berjalan dengan baik.
Struktur kepengurusan di Pengadilan Agama Probolinggo terdiri dari
ketua, wakil ketua, hakim, panitera/sekretaris, wakil panitera, wakil
sekretaris, panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, panitera
muda hukum, kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian
keuangan, kepala sub bagian umum, penitera pengganti, jurusita
pengganti dan staf.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Probolinggo sebagai

berikut:

% «Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo™, http:// pa-probolinggo.go.id/profil/profil/sejarah/,
diakses tanggal 1 Maret 2013.



Gambar 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo'®
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Hakim

1. Drs. Usman Ismail Kilihu, SH.
2. H. Hamdani, SH.
3. Drs. Syaiful Iman, SH.
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Drs. Rubangi, MH.
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Abd. Karim, SH. MH.
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Siti Nurul Qomariah, SH.
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Hillyah Sa'diah, SH.
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Drs. Masyhudi
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Hj. W. Masruroh, SH

Panitera Muda
Permohonan
Dra. Risnawaty Tahir

Staf
Lia Aulia Rokhmah, S.Kom

Kasubag. Kepegawaian
Hj. Atigotul M.A, S.Ag

Kasubag. Keuangan
Ana Khoirotul, SH

Kasubag. Umum
Zaki

Panitera Pengganti
1. Hillyah Sa'diah, SH.

2. Budiarto

Juru Sita Pengganti
1. Drs. Masyhudi
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Emma Fatmala, S.Kom

100 «Struktur Organisasi”, http://pa-probolinggo.go.id/profil/organisasi/struktur-organisasi-profil-71/, diakses tanggal 1 dfaret 2013.
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Latar belakang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam
menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang dilakukan sebelum
ikrar talak

Pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang dilakukan suami
terhadap istrinya biasanya dilakukan setelah pembacaan ikrar talak, akan
tetapi mantan suami banyak yang tidak membayarkan nafkah yang
seharusnya dimiliki oleh istri jika dilakukan setelah ikrar talak. Hal inilah
yang menjadi problem di dalam masyarakat, sehingga para hakim
Pengadilan Agama Probolinggo sepakat untuk membuat kebijakan
tersendiri.

Saat peneliti bertemu dimulai dengan kata sapaan terhadap informan,
karena peneliti pernah pra reseach di Pengadilan Agama Probolinggo.
Sehingga peneliti langsung bertanya tentang latar belakang adanya
kebijakan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak,
Rubangi memberikan komentarnya tentang kebijakan tersebut:

“Begini mas, sebenarnya kebijakan itu atas inisiatif dari majelis hakim
sendiri dan ini tidak berdasarkan dari undang-undang manapun. Kami
seluruh hakim melihat adanya indikasi kecurangan dari suami apabila
dilaksanakan pembayaran setelah ikrar talak, kan tidak mungkin suami
akan membayar nafkah setelah ikrar dengan menemui mantan istrinya
di rumahnya, kebijakan ini semata-mata upaya hakim untuk
menperjuangkan hak istri yang seharusnya didapat berupa nafkah
iddah, maskan dan kiswah, apabila suami tidak mau membayar dan
tetap ngotot untuk ikrar, maka hakim mengijinkan untuk ikrar karena

perkara sudah diterima dan mau tidak mau ikrar harus dijalankan

meskipun istri tidak nerima dengan keputusan hakim, kalau istri mau

menggugat silahkan saja ajukan eksekusi, . ***

101 Rubangi (Hakim Pengadilan Agama Probolinggo), wawancara (Probolinggo, 04 Februari

2013)
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Perkataan informan dapat diuraikan bahwa kebijakan hakim tidak
berdasarkan dari peraturan manapun, baik itu perundang-undangan,
Perauturan Pemerintah, Surat Keputusan Mahkamah Agung atau Surat
Keputusan Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini dilakukan semata-mata ijtihad
hakim sendiri dalam upaya memperjuangkan hak-hak istri yang berupa
nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian). Apabila suami
tidak mau membayar nafkah istri yang sudah tertuang dalam putusan
pengadilan dan tetap memaksa untuk ikrar talak, maka hakim tetap
memberikan izin untuk melaksanakan ikrar talak karena perkara sudah
diterima dan ikrar harus tetap dilaksanakan. Jika istri tidak bisa menerima
terhadap sikap hakim dalam pemberian izin ikrar talak, maka istri bisa
mengajukan eksekusi harta yang dimiliki suami melalui surat permohonan
eksekusi.

Langkah yang dilakukan hakim merupakan jalan yang terbaik untuk
mengurangi kecurangan suami terhadap hak nafkah istri, dengan adanya
kebijakan tersebut kebanyakan istri mendapatkan haknya meskipun ada
suami yang tidak mau membayar, upaya hakim tersebut harus dipertahankan
agar istri memperolen hak nafkahnya tanpa mengajukan permohonan
eksekusi.

Peneliti menanyakan pertanyaan yang lain kepada informan terhadap
istri yang tidak mendapatkan nafkahnya. Informan menjawab dengan suara
lirihnya sambil mendekat dan memperbaiki posisi duduknya.

“Biasanya istri menerima meski tetap maksa karena istri tau kalau mau

dapat nafkahnya harus mengajukan permohonan eksekusi, biayanya
sangat mahal dan tidak sebanding dengan apa yang diperjuangkannya
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makanya hingga saat ini tidak ada yang mengajukan permohonan
eksekusi” 1%

Istri yang tidak mendapatkan hak nafkahnya hanya bisa menerima
dengan lapang dada karena biaya permohonan eksekusi tidak murah, hak
yang didapatkannya juga tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
untuk permohonan eksekusi. Oleh karena itu, banyak istri yang tidak
mengajukan permohonan eksekusi meskipun tidak mendapatkan hak
nafkahnya, prosedur yang ada terlalu memberatkan istri dan juga prosesnya
lama apabila mengajukan permohonan eksekusi.

Inilah beberapa alasan yang membuat istri tidak mengajukan
permohonan eksekusi, diantaranya:

a. Besarnya biaya permohonan eksekusi
Besarnya biaya permohonan eksekusi merupakan faktor utama
seorang istri tidak mengajukan permohonan, biaya permohonan
eksekusi memerlukan biaya banyak karena melibatkan banyak pihak
dan itu bisa berkali-kali terjadi dengan hambatan-hambatan yang ada di
lapangan. Seperti pihak termohon tidak mau bekerja sama, sulitnya
medan yang ditempuh karena adanya pihak ketiga yang ikut campur
dan lain sebagainya.
b. Tidak ada harta yang di eksekusi
Faktor kedua istri enggan mengajukan permohonan eksekusi
adalah tidak adanya harta yang akan di eksekusi, para pihak yang

mengajukan cerai di Pengadilan Agama Probolinggo umumnya

192 Rubangi (Hakim Pengadilan Agama Probolinggo), wawancara (Probolinggo, 04 Februari

2013)
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masyarakat bertaraf ekonomi menengah ke bawah. Hal itulah yang
menjadi keengganan istri mengajukan permohonan eksekusi.
c. Jangka waktu eksekusi yang terlalu lama
Jangka waktu eksekusi yang lama merupakan faktor ketiga istri
tidak mengajukan permohonan eksekusi, pelaksanaan eksekusi
membutuhkan beberapa pihak dan itu yang menjadi penyebab tidak
adanya kasus pengajuan eksekusi. Belum lagi beberapa hal yang terjadi
di lapangan yang bisa menyebabkan tertundanya pelaksanaan
eksekusi.'®
Peneliti juga menanyakan kepada informan tentang langkah-langkah
hakim dalam memperjuangkan hak nafkah istri. Syaiful Iman memberikan
komentarnya sebagai berikut:

“Biasanya yang dilakukan oleh hakim-hakim disini melalui pendekatan
persuasif dengan memberikan penjelasan kepada pihak suami agar
bersedia membayar nafkah istri yang sudah disebutkan dalam putusan
pengadilan, pada saat pembacaan putusan hakim bertanya dulu kepada
suami apakah bersedia membayar hak nafkah istri, jika bersedia hakim
juga menanyakan kapan bisa dibayarkan tanggungannya tersebut,
apabila suami masih belum sanggup membayar pada saat pembacaan
putusan maka hakim memberikan jeda waktu untuk mengumpulkan
uang nafkah yang jadi tanggungan suami itu dan membayarnya di
bagian administrasi sebelum pembacaan ikrar talak, terkadang juga
hakim menakut-nakuti suami agar mau membayar nafkah dengan
menyuruh untuk menulis surat pernyataan hitam di atas putih dan
menulisnya bahwa bersedia membayar nafkah yang telah disebutkan
dalam putusan dengan jangka waktu beberapa bulan, itulah upaya

hakim disini dalam memperjuangkan nafkah istri mas”. 104

Hakim Pengadilan Agama sudah berusaha semaksimal mungkin

untuk memperjuangkan hak nafkah istri, akan tetapi tidak adanya undang-

103 Ysman Ismail Kilihu (Hakim Pengadilan Agama Probolinggo), wawancara (Probolinggo, 04
Februari 2013).

104 Syaiful Iman (Hakim Pengadilan Agama Probolinggo), wawancara (Probolinggo, 04 Februari
2013).



64

undang yang mengakomodir tentang terjaminnya nafkah istri membuat
hakim tidak bisa melakukan terobosan yang lebih banyak. Langkah hakim
dalam menakut-nakuti suami itu merupakan yang terakhir apabila suami
tidak mau membayar nafkahnya istri, jika suami tetap tidak mau membayar
hak nafkah istri maka hakim tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan suami
langsung bisa mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim dengan
disaksikan oleh mantan istrinya.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam putusan
perkara cerai talak sebagai berikut:

—————————— Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;-------------------------

---------- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan
Termohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta
Nikah (Bukti P-1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon
dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah
dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Termohon;----------------

---------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan
sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan
menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki
oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;--------=-==-====smrmmm

---------- Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan
Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa sejak bulan
Desember 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak
harmonis yang kemudian mencapai puncaknya terjadi pada bulan
September 2010, yang disebabkan Termohon memukul Pemohon dan
minta diantar pulang yang kemudian menyebabkan pisah tempat tinggal
hingga sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;------------------------

---------- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut
pada pokoknya didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi baik dari pihak
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak
sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;--

---------- Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh
Pemohon masing-masing bernama ...... bin ...... dan ....... bin .......
dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohon bernama ........ binti
........... telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya telah menguatkan dalil-dalil yang mendasari permohonan
PeMONON; === === m oo e

---------- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Majelis
Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa selama perkawinan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diwarnai perselisihan
dan pertengkaran yang akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah
tempat tinggal hingga sekarang;------------=--========m oo mm oo

---------- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus
dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon telah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan
suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena
perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus
yang sulit untuk didamaikan apalagi Pemohon dengan Termohon telah
pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sehingga tidak ada
harapan untuk bisa hidup rukun lagi;---------=-==-=======-mmcmmm oo

—————————— Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al
Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:----------=-=----mmemmomeme e

Jars ) 1558 et naal 5 895 of i S
) jﬁg:;,ojﬂw&;ﬁs y O) Bas 5 855 il

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;------------=--=--=-m-emcmou—-

z W

maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian
itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga sebagaimana yang
dikehendaki oleh firman Allah SWT tersebut yaitu rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang



66

dan sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan serta sulit akan
terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana
yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;--------

---------- Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan
dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga,
mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan harus
dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-
benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;-

---------- Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah
pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi
maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus
dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah
tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;-----------------=-----------

---------- Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah
tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah
cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada
kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya,
sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:--------

Alicd) Lla e 2 30 A Gadibs
Artinya: ”Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari
kemaslahatan”.--=-======-=nsmommm e e

oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri
dengan PerCeraian;------------=-=-=m-mm oo

---------- Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang
dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW
yang DerbuUNYi;=-=-======n=mmmmem e oo oo e ceeee

Artinya:  “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah
perceraian”, S

namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah
memenuhi kehendak syara’ dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;--------------- e L e e PR P e e

---------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap
Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal
39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk
dikabulkan;------- L e P

---------- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini atas
kehendak Pemohon selaku suami sementara Termohon tidak ternyata
sebagai istri yang nusuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan pasal
152 serta pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dihukum
untuk memberi natkah iddah dan mut’ah kepada Termohon, hal ini sesuai
pula dengan ketentuan Al-Qur’an surat Al Bagarah ayat 241 yang
P e

|\

£

("ru‘; \JL.AJ‘ J.c Lﬂ.?- &J}};Jbég;&;ﬂ‘_mj

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suami) mut’ah (pemberian) menurut yang ma 'ruf ', -------

—————————— Menimbang, bahwa oleh karena selama terjadi perkawinan
Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama
...................... , umur 1 tahun 5 bulan yang sekarang dalam asuhan
Termohon selaku ibunya, maka untuk biaya hadlanah, nafkah dan
pendidikan ditanggung oleh Pemohon selaku ayahnya hingga anak
tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun, sebagaimana yang
dimaksud pasal 105 dan pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 huruf (a) dan
huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al
Muhadzab Il halamam 177 :-=----=-mmmm oo

Artinya: “ Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya”;-

---------- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan
Pemohon yang saat ini bekerja sebagai buruh pabrik yang
penghasilannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap
bulan ditambah penghasilan lain, maka berdasarkan ketentuan pasal 41
huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim secara ex
officio berpendapat bahwa Pemohon pantas dan layak dinukum untuk
membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,-
(sembilan ratus ribu rupiah) dan mut’ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) serta nafkah anak bernama ....................... , umur 1 tahun
5 bulan minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan
hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;---------------=---------

---------- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara
ini dibebankan kepada Pemohon;-------==-==-=mmmm oo
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B. Analisis Data
Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi
kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang dilakukan sebelum ikrar talak.
Ada tiga faktor yang melatarbelakangi kebijakan hakim Pengadilan Agama
Probolinggo, yaitu faktor filosofis, faktor yuridis dan faktor sosiologis.
1. Faktor Filosofis
Penetapan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang dilakukan
sebelum ikrar talak merupakan ijitihad dari hakim secara kolektif, kebijakan
tersebut dilakukan sebagai langkah dalam menegakkan hukum dan
memperjuangkan hak nafkah istri yang seharusnya di penuhi oleh suami.
Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam memutuskan perkara
dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan dapat dilihat
dari pertimbangan yang tercantum dalam putusannya, yaitu:
—————————— Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan
Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa sejak bulan
Desember 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak
harmonis yang kemudian mencapai puncaknya terjadi pada bulan
September 2010, yang disebabkan Termohon memukul Pemohon dan

minta diantar pulang yang kemudian menyebabkan pisah tempat tinggal
hingga sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;------------------------

------------ Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus
dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon telah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan
suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena
perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus
yang sulit untuk didamaikan apalagi Pemohon dengan Termohon telah
pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sehingga tidak ada
harapan untuk bisa hidup rukun lagi;-------=--============mmmm e
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------------ Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al
Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:--------=--=---esmmmmmmmeo-
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;---------------=----=-----——-

o

maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian
itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga sebagaimana yang
dikehendaki oleh firman Allah SWT tersebut yaitu rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang
dan sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan serta sulit akan
terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana
yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;--------

---------- Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah
pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi
maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus
dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah
tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;--------------==--==---------

------------ Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah
tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah
cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada
kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya,
sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:--------

Artinya: ”Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari
kemaslahatan”..-----------

Ijtihad hakim Pengadilan Agama Probolinggo diperbolehkan dalam
hukum Islam, hakim diposisikan sebagai mujtahid yang harus mengambil

kesimpulan dan menetapkan hukum. Ijtihad seorang hakim diharamkan
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apabila perkara yang sudah ada hukumnya dan telah ditetapkan berdasarkan
dalil-dalil yang gat’i, jadi apabila ada perkara yang tidak mempunyai
ketetapan hukum maka hakim diperbolehkan berijtihad asalkan ijtihad
tersebut tidak menyalahi peraturan-peraturan yang ada dan dipergunakan
untuk menegakkan keadilan.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tidak luput dari dasar
kekuatan filosofis yang menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat
dari kaidah hukum dalam hal ini untuk menjamin keadilan, ketertiban dan
kesejahteraan.’®® ljtihad yang dilakukan hakim tersebut merupakan upaya
untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan dengan menetapkan
pembayaran nafkah sebelum ikrar talak. Hal ini sesuai dengan firman Allah

SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 58 dan an-Nisd’ ayat 135.

....... J:L;}Uyg;u\ LT G oSS 1305 o

Artinya: ...... dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil....(OS. A4n-
Nisa’:58).1%
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah

biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar

105 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, 58.
106 Al-Qur’an Terjemah, 176.
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balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang
kamu kerjakan.(QS. An-Nisa":135).2

ljtihad hakim tersebut juga sesuai dengan tujuan hukum, yaitu teori
etis yang semata-mata mengedepankan keadilan, hal ini berdasar pada
llustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere yang artinya
memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.'%
Haknya istri mendapatkan nafkah dari suami hingga masa iddahnya selesai
dan upaya hakim dalam menanggulangi kecurangan suami melalui penetapan
pembayaran nafkah sebelum ikrar talak.
2. Faktor Yuridis

Langkah yang dilakukan hakim dalam menetapkan pembayaran
nafkah sebelum ikrar talak juga tidak menyalahi aturan perundang-undangan
yang ada di Indonesia karena dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No0.48
Tahun 2009 bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,
mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya” dan pasal 5 ayat (1) bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat”.*%°
Ketentuan di atas membuktikan bahwa tugas hakim tidak hanya

mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan

menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup

97 Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya : Juz 1-30, 180.
1%8 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, 23-24.
109 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
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di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa “Hakim sebagai penegak

hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

yang hidup dalam m.':lsyarakat”.110

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan
nafkah iddah dan mut’ah, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam
dalam Pasal 149 dan Pasal 158 sebagai berikut.

Pasal 149
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a) memberi mut‘ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) gabla ad-dukhul.

b) memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian)
kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi
talak ba‘in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

c) melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila
gabla ad-dukhul.

d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

Pasal 158
Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba ‘da ad-dukhul.
b) perceraian itu atas kehendak suami.***

Kompilasi Hukum Islam di atas hanya mengatur tentang wajibnya
suami memberikan hak nafkah iddah dan mut’ah untuk istri, akan tetapi tidak
adanya peraturan perundang-undangan manapun yang mengakomodir dalam
penjaminan nafkah terhadap istri apabila suami tidak mau membayar nafkah
tersebut.

Prosedur yang ada tentang pengajuan permohonan eksekusi terlalu
memberatkan istri, nafkah yang harus diperjuangkan tidak sebanding dengan

yang dikeluarkan untuk biaya mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karena

119 yndang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
11 K ompilasi Hukum Islam
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itu, disinilah kekurangan dari undang-undang yang ada, perlu adanya revisi
agar di atur juga tentang kapan nafkah istri diberikan dan tindak lanjut apabila
suami tidak bisa membayar nafkah istri setelah perceraian.

Langkah hakim tersebut telah sesuai dengan teori normatif-dogmatik
bahwa tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum
dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.*'? Hal ini dapat di
lihat dari putusan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam
pertimbangannya, yaitu:

—————————— Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;-----------=--=--=-------

------------ Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan
sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan
menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki
oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;----------=-==-===-emcmmem e

—————————— Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut
pada pokoknya didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi baik dari pihak
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak
sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;--

----------- Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh
Pemohon masing-masing bernama ......... bin ......... dan ........ bin
......... dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohon bernama ........
binti .......... telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya telah menguatkan dalil-dalil yang mendasari permohonan
Pemohon;------------ e

12 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, 82.
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---------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap
Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal
39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk
dikabulkan;----=--=-==-mm e

——————————— Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini atas
kehendak Pemohon selaku suami sementara Termohon tidak ternyata
sebagai istri yang nusuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan pasal
152 serta pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dihukum
untuk memberi naftkah iddah dan mut’ah kepada Termohon, hal ini sesuai
pula dengan ketentuan Al-Qur’an surat Al Bagarah ayat 241 yang
DerDUNY - m oo e

|\

£

\*'erE\J.ﬂ.A.QJ‘ J.c Lﬂ.?- d}ﬂbg;s;mj

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf,
sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang
bertakwa;---=-=-====-=n=nsmemc e oo e

—————————— Menimbang, bahwa oleh karena selama terjadi perkawinan
Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama
...................... , umur 1 tahun 5 bulan yang sekarang dalam asuhan
Termohon selaku ibunya, maka untuk biaya hadlanah, nafkah dan
pendidikan ditanggung oleh Pemohon selaku ayahnya hingga anak
tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun, sebagaimana yang
dimaksud pasal 105 dan pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 huruf (a) dan
huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al
Muhadzab Il halamam 177 :-------m-mm oo

34l 4 1 e Ly

’

Artinya: “ Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya”;-

---------- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara
ini dibebankan kepada Pemohon;-------==-==-==mmmmmmm e

3. Faktor Sosiologis
Langkah hakim dalam memperjuangkan nafkah istri adalah melalui

pendekatan persuasif, akan tetapi jika pendekatan tersebut tidak mampu untuk
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membuat suami membayar nafkah maka dengan mengingatkan suami dengan
membuat surat pernyataan dan isinya bahwa suami bersedia membayar
nafkah istri dengan jangka beberapa bulan. Cara yang digunakan hakim
Pengadilan Agama Probolinggo tersebut merupakan upaya untuk
memperjuangkan nafkah istri dan sudah efektif, karena dari para pihak tidak
ada yang merasa dirugikan.

Langkah tersebut sudah sesuai dengan teori utilitas bahwa tujuan
hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan.** Hal ini bisa dilihat
dari putusan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam pertimbangannya
yaitu:

—————————— Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan
Termohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta
Nikah (Bukti P-1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon
dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah
dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Termohon;----------------

———————————— Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Majelis
Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa selama perkawinan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diwarnai perselisihan
dan pertengkaran yang akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah
tempat tinggal hingga sekarang;------------=--=-=-==-===-m oo oo

—————————— Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan
dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga,
mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan harus
dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-
benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;-

---------- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan
Pemohon vyang saat ini bekerja sebagai buruh pabrik yang
penghasilannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap
bulan ditambah penghasilan lain, maka berdasarkan ketentuan pasal 41
huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim secara ex
officio berpendapat bahwa Pemohon pantas dan layak dihukum untuk
membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,-
(sembilan ratus ribu rupiah) dan mut’ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

13 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar llmu Hukum, 26.
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ribu rupiah) serta nafkah anak bernama ....................... , umur 1 tahun
5 bulan minimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan
hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-------------------------

Idealnya putusan hakim harus memuat tiga unsur yaitu keadilan
(Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtsicherheit) dan kemanfaatan
(Zwechtmassigkeit), karena sesuai dengan Instruksi Mahkamah Agung No.
KMA/105/INST/VI1/1998 tanggal 1 juni 1998 bahwa para hakim
memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas
dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan ethos
(integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan
rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya
yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat) demi

terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.'**

114 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: Ull Press, 20086), 14.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar talak
dilatarbelakangi oleh tiga faktor. Pertama, faktor filosofis. hakim dalam
memutuskan perkara selalu mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan
kemaslahatan. Upaya yang dilakukan hakim untuk memperjuangkan nafkah istri
dengan menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak merupakan ijtihad
hakim secara kolektif. Kedua, faktor yuridis. Langkah hakim dalam menetapkan
pembayaran nafkah sebelum ikrar talak tidak menyalahi peraturan perundang-
undangan, tugas hakim tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan

tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan
77
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nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, prosedur yang ada tentang eksekusi
untuk memperjuangkan nafkah terlalu memberatkan istri. Ketiga, faktor
sosiologis. Langkah hakim dalam mengingatkan suami dengan membuat surat
pernyataan merupakan upaya hakim dalam memperjuangkan nafkah istri, langkah
tersebut perlu dilestarikan karena dari para pihak tidak dirugikan dan istri
mendapatkan keuntungan dengan terbayarkannya nafkah yang menjadi haknya.
B. Saran
1. Untuk Fakultas Syariah
Pihak fakultas diharapkan melengkapi referensi-referensi tentang kekuasaan
kehakiman dan langkah-langkah dalam memperjuangkan hak nafkah istri
karena referensi yang ada di perpustakaan fakultas saat ini belum lengkap.
2. Untuk Pengadilan Agama Probolinggo
Pengadilan Agama Probolinggo diharapkan melestarikan langkah yang
sudah ada dalam memperjuangkan nafkah istri dan juga harus ada terobosan
terbaru sebelum adanya undang-undang yang mengakomodir penetapan
pembayaran nafkah tersebut.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya
Bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian dengan tema yang sama
untuk lebih fokus terhadap langkah hakim tidak mencantumkan surat
pernyataan bersedia membayar nafkah di bendel minutasi putusan.
4. Untuk Pemerintah
Hendaknya merevisi ulang terhadap undang-undang perkawinan No.1

Tahun 1974 Pasal 34 dengan mencantumkan sanksi bagi suami yang tidak
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mau membayar nafkah istri sebagai jaminan bahwa apabila suami telah

membayar nafkah istri maka diperbolehkan membacakan ikrar talak.
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